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Abstrak

Pinjam meminjam uang secara online adalah pinjam meminjam uang secara langsung antara kreditur
dan debitur berbasis teknologi informasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses perjanjian
pinjam meminjam uang, hak dan kewajiban para pihak serta peraturan yang berlaku, tanggung jawab
hukum jika salah satu pihak melakukan kesalahan. Metode penelitian menggunakan pendekatan
normatif, dimana akan meneliti asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum dari peraturan yang ada
yang berkaitan dengan perjanjian pinjam meminjam uang. Sumber data adalah data sekunder yang
bersumber dari kebijakan privasi, syarat dan ketentuan, serta isi perjanjian. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa perjanjian dapat terlaksana apabila peminjam memenuhi syarat sahnya perjanjian
yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan
untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal dan syarat administrasi
aetelah terpenuhi maka peminjam mengisi data diri yang telah disediakan dan terjadi kesepakatan,
setelah adanya kesepakatan maka timbul hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban
para pihak. Tanggung jawab hukum muncul karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh salah satu
pihak yang melakukan perjanjian. Kesalahan bisa didasarkan karena wanprestasi atau karena
perbuatan melawan hukum.
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PENDAHULUAN

Dewasa ini dunia teknologi mengalami perkembangan yang sangat pesat di berbagai
bidang, salah satunya pada industri keuangan atau perbankan (Kusiyah, Kalbuana, &
Rusdiyanto, 2022; Widagdo, Kalbuana, & Yanti, 2020). Berkat perkembangan teknologi
tersebut, berbagai kegiatan keuangan (B Endarto et al., 2021; Budi Endarto et al., 2021; Jannah
et al,, 2020; N Kalbuana, Suryati, et al., 2021; Prasetyo, Aliyyah, Rusdiyanto, Nartasari, et al,,
2021b)menjadilebih mudah dan realistis untuk dilakukan, mempengaruhi kehidupan ekonomi
masyarakat (Mayzaroh, Kalbuana, & Purwanti, 2019; Setiorini, Fidayanti, Kalbuana, &
Cakranegara, 2022; Wangsih, Yanti, Yohana, Kalbuana, & Cahyadi, 2021). Salah satu perubahan
signifikan dalam industri keuangan adalah dengan munculnya teknologi keuangan digital
(financial technology/ fintech).

Financial Technology yang kini lebih dikenal dengan istilah Fintech dapat diterjemahkan
dalam Bahasa Indonesia menjadi teknologi keuangan. Secara sederhana, Fintech dapat
diartikan sebagai pemanfaatan dari perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan
layanan di industri keuangan(Aliyyah, Prasetyo, et al, 2021; Hastomo, Karno, Kalbuana,
Meiriki, & Sutarno, 2021; Luwihono et al., 2021; Prasetyo, Aliyyah, Rusdiyanto, Utari, et al.,
2021; Susanto et al,, 2021). Bank Indonesia mendefinisikan fintech sebagai hasil perpaduan
antara layanan keuangan dan teknologi, yang pada akhirnya mengubah model bisnisnya dari
tradisional menjadi moderat, dengan bantuan teknologi, yang semula harus transaksi tatap
muka, kini dapat dilakukan dari jarak jauh.

Fintech adalah implementasi pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan
perbankan dan keuangan, umumnya dilakukan oleh startup dengan menggunakan teknologi
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modern, perangkat lunak, internet, komunikasi dan komputer. Konsep tersebut mengadaptasi
perkembangan teknologi yang dipadukan dengan sektor keuangan (Dewi, Yani, Yohana,
Kalbuana, & Tho’in, 2021; Nawang Kalbuana, Suryati, & Pertiwi, 2022; Nurwati, Prastio, &
Kalbuana, 2021; Pratama, Kalbuana, & Utami, 2020; Yohana, Bp, Cahyadi, & Kalbuana, 2021;
Yohana, Gaol, Dewi, Kalbuana, & Abdusshomad, 2021) untuk menghadirkan proses transaksi
keuangan (Aliyyah, Siswomihardjo, et al., 2021; Prasetyo, Aliyyah, Rusdiyanto, Kalbuana, &
Rochman, 2021; Prasetyo, Aliyyah, Rusdiyanto, Suprapti, et al., 2021; Prasetyo, Aliyyah,
Rusdiyanto, Tjaraka, et al., 2021)yang lebih praktis, aman, dan modern. Bentuk layanan tekfin
yang ditawarkan meliputi pembayaran (dompet digital, pembayaran peer-to-peer), investasi
(equity crowdfunding, peer-to-peer lending), pembiayaan (crowdfunding microcredit, lines of
credit) dan asuransi (manajemen risiko). (keamanan).

Kehadiran perusahaan berbasis fintech, khususnya yang menawarkan layanan money
lending dan peer-to-peer lending (P2PL), saat ini tengah mendapatkan traksi, terutama di
kalangan milenial. Oleh karena itu, pemerintah melalui Organisasi Jasa Keuangan /Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada prakteknya,
masyarakat lebih mengenal layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (Peer
to Peer Lending/P2PL) ini dengan sebutan Pinjaman Online. Layanan ini merupakan suatu
terobosan dari kemajuan teknologi pada industri keuangan yang menawarkan pinjaman
dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga
keuangan konvensional seperti bank dan koperasi.

Pinjaman online adalah pinjaman uang yang ditawarkan oleh penyedia layanan keuangan
online yang mudah diajukan tanpa persyaratan yang rumit. Cukup dengan memberikan
dokumen pribadi seperti B.: KTP, KK, NPWP, Slip Gaji. Siapapun bisa menjadi pengguna
pinjaman online. Sejak awal, butuh waktu kurang dari 24 jam untuk dana sampai di tangan klien
fintech kami. Keuntungannya, fintech semakin populer di kalangan milenial dan diperkirakan
akan terus berkembang. Pesatnya perkembangan Fintech nyatanya tidak hanya membawa
dampak positif saja, melainkan juga menimbulkan permasalahan-permasalahan terutama pada
Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi (P2PL) atau biasa disebut dengan Pinjaman Online,
di antaranya kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pinjaman online ilegal.
Perusahaan Pinjaman Online ilegal adalah perusahaan yang tidak terdaftar dan tidak memiliki
izin usaha dari OJK, bahkan dalam prakteknya mereka sering kali tidak berbadan hukum dan
hanya bermodalkan website. Perusahaan ini umumnya tidak mematuhi aturan yang ditetapkan
oleh OJK. Misalnya, menetapkan tingkat bunga maksimum 0,8% per hari dan mengenakan
denda hingga 100.000 rupiah bagi mereka yang berhutang dan gagal membayar, serta
menerima bunga ganda. Biaya dengan bunga dan denda yang tidak terbatas jika dibayar tepat
waktu. Massa juga menghadapi ketakutan, penghinaan, fitnah dan intimidasi dalam
perhitungan.

Semakin berkembangnya layanan Fintech khususnya Pinjaman Online pada dasarnya
memberikan banyak manfaat dan kemudahan bagi masyarakat (Abadi et al., 2021; Indrawati,
Utari, Prasetyo, Rusdiyanto, & Kalbuana, 2021; N Kalbuana, Prasetyo, et al., 2021; Prasetio et
al,, 2021; Prasetyo, Aliyyah, Rusdiyanto, Nartasari, et al., 2021a)dalam mendapatkan pinjaman
dana secara cepat. Namun disisi lain turut membawa permasalahan-permasalahan baru yang
muncul. Banyaknya pengaduan terkait intimidasi dan terorisme yang dihadapi peminjam
dalam proses penagihan utang oleh pemberi pinjaman online merupakan masalah yang
menjadi perhatian publik dan merupakan masalah serius yang perlu ditangani. Kasus-kasus
yang memang terjadi biasanya karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang izin
pemberi pinjaman online, biaya, suku bunga, syarat pinjaman, denda dan risiko, serta legalitas
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pinjaman dari pemberi pinjaman online. Untuk itulah pentingnya pengetahuan masyarakat
dalam memahami segala aspek mengenai Fintech, khususnya Pinjaman Online baik dari sisi
regulasi, legalitas izin perusahaan maupun Manfaat, biaya, bunga, syarat, denda dan risiko
sebelum memutuskan untuk menggunakan layanan pinjaman dan pinjam meminjam berbasis
teknologi informasi (Peer to Peer Lending P2PL) atau yang biasa disebut dengan Pinjaman
Online.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan
normative yang meneliti aspek hukum, kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum serta peraturan
hukum yang berkaitan dalam tanggung jawab hukum dalam perjanjian pinjam meminjam uang
secara online pada aplikasi kredit pintar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman
Online) di Indonesia

Pinjaman adalah suatu bentuk kesepakatan antara pemberi pinjaman dan peminjam atas
suatu barang, biasanya berupa uang untuk dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai
kesepakatan. Perjanjian pinjaman termasuk dalam pinjaman. Hal ini diatur dalam Pasal 1754
KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pinjaman adalah suatu kontrak dimana satu pihak
memberikan kepada pihak lain sejumlah barang yang habis dipakai, dan pihak yang kedua
setuju untuk memberikan jumlah yang sama dari jumlah yang dipinjam.

Subyek perjanjian sewa adalah produk yang dapat digunakan seperti yang digunakan.
Oleh karena itu, peminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dengan ukuran dan nilai
yang sama. Demikian juga uang yang dipinjam harus dikembalikan dengan nilai yang sama.
Pinjaman adalah kesepakatan antara dua pihak, pemberi pinjaman dan peminjam. Istilah yang
biasa digunakan untuk pemberi pinjaman disebut juga dengan pihak yang berpiutang atau
kreditur dan penerima pinjaman disebut debitur atau pihak yang berutang.

Peminjaman berbasis teknologi informasi (pinjam meminjam online) memiliki perbedaan
tersendiri dengan pengertian pinjam meminjam secara umum. Pasal 3 POJK Nomor
77/P0OJK.01/2016 bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah
penyedia jasa keuangan untuk menghubungkan pemberi pinjaman atau kreditur dengan
peminjam atau debitur untuk melakukan pinjaman dan perjanjian pinjaman secara langsung
dalam mata uang Rupiah melalui sistem elektronik menggunakan Internet. Dalam konteks ini,
sistem elektronik dipahami sebagai seperangkat perangkat elektronik dan proses yang
digunakan untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan,
menampilkan, menerbitkan, mengirimkan, dan mengirimkan informasi elektronik di bidang
jasa keuangan. Teknologi informasi adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan,
menyimpan, mengolah, mengomunikasikan, menganalisis, dan/atau mendistribusikan
informasi di bidang jasa keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pinjam meminjam dengan menggunakan teknologi
informasi (pinjam meminjam online) sama definisinya dengan pinjam meminjam secara umum,
dimana satu pihak memberikan pinjaman (kreditur) dan pihak lain menerima pinjaman
(debitur). Seorang debitur berkewajiban untuk membayar kembali sejumlah utangnya kepada
seorang kreditur dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah
transaksi pinjaman online dilakukan melalui perantara teknologi informasi atau online
daripada pihak yang menandatangani perjanjian pinjaman secara langsung.
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Seiring pesatnya pertumbuhan industri layanan keuangan berbasis teknologi tersebut,
pemerintah pun menerbitkan peraturan terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis
teknologi informasi (pinjaman online), di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Keputusan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Nomor 82 Tahun
2012 Tentang Sistem Elektronik Dan Perdagangan Elektronik.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penerapan Teknologi Finansial;

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pelayanan Perkreditan
dan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi;

5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 18/SEOJK.02/2017 tentang Penerapan Tata Kelola
Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Dalam Pelayanan Peminjaman Pinjaman
Berbasis Teknologi;

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua PBI Nomor
11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.

Berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur pada Buku III,
Buku hukum perdata mengatur kontrak peminjaman uang yang hanya melibatkan pemberi
pinjaman dan peminjam, tetapi pinjaman uang teknologi informasi (pinjaman online)
melibatkan banyak pihak, yaitu:

1. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pinjaman
Online). POJK No. 77 /POJK.01/2016, Pasal 1 Angka 6, menyediakan penyedia layanan pinjam
meminjam uang berbasis teknologi informasi (pinjam meminjam online) adalah perusahaan
Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan menyelenggarakan layanan pinjam meminjam
uang berbasis teknologi informasi. ditetapkan bahwa itu adalah perusahaan. Bentuk badan
hukum yang terorganisir dapat berbentuk perusahaan papan atas atau koperasi.
Persyaratan penyelenggara berbentuk perseroan terbatas atau badan hukum koperasi
sesuai dengan tujuan kepastian hukum bagi para pihak dalam transaksi pinjaman online
komersial dan multipihak. Dalam kegiatan pemberian jasa pinjam meminjam uang (online
lending) dengan memanfaatkan TI, pelaku usaha wajib mengajukan izin untuk memulai
kegiatan usaha ini dari OJK. Pelanggaran terhadap persyaratan ini dapat mengakibatkan
pencabutan pendaftaran merek dagang Anda dan lisensi Anda untuk mengajukan pinjaman
online di Internet.

. Pemberi Pinjaman

3. Kreditur berdasarkan Pasal 1 Ayat 8 POJK No. 77 /POJK.01/2016 adalah orang perseorangan,
badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai tagihan dalam perjanjian pinjam
meminjam uang berbasis IT. Pemberi pinjaman terdiri dari orang asing, perusahaan
Indonesia/asing dan/atau luar negeri. Pemberi pinjaman program pinjaman online lebih
beragam daripada penyedia pinjaman online. Dalam hal ini, baik warga negara Indonesia
maupun perorangan asing dapat bertindak sebagai pemberi pinjaman. Perlu dicatat bahwa
agar bisnis peer-to-peer lending memberikan kepastian hukum kepada para pihak, perlu
diterapkan sistem “know your customer” untuk menghindari pencucian uang.

4. Penerima Pinjaman. Penerima Pinjaman berdasarkan Pasal 1 Ayat 7 POJK No.
77/POJK.01/2016 adalah orang perseorangan dan/atau badan hukum yang memiliki
kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis IT. Penerima pinjaman
adalah warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Penerima pinjaman kontrak
online tidak boleh orang asing atau badan hukum asing dan harus berdomisili di satu negara
yurisdiksi Republik Indonesia.

N
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5. Bank. Pasal 24 POJK No. 77/POJK.01/2016 mengatur bahwa penyelenggara wajib
menggunakan trust account dan virtual account dalam rangka layanan pinjam meminjam
teknologi informasi. Selain itu, operator juga wajib menyediakan akun virtual untuk setiap
pemberi pinjaman dan pembayaran pinjaman. Peminjam melakukan pembayaran melalui
rekening escrow penyelenggara untuk ditransfer ke rekening virtual pemberi pinjaman.
Rekening escrow adalah rekening yang khusus dibuka untuk menampung dana yang
dititipkan kepada Bank Indonesia dengan persyaratan tertentu berdasarkan perjanjian
tertulis. Akun virtual adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan (pengguna akhir)
yang dibuat oleh bank, yang kemudian dibagikan oleh perusahaan kepada pelanggannya
(badan hukum dan non-badan hukum) sebagai tanda terima (koleksi).

Perjanjian yang berkaitan dengan kinerja layanan pinjam meminjam teknologi informasi
(pinjaman online) meliputi perjanjian antara penyedia dan pemberi pinjaman dan perjanjian
antara pemberi pinjaman dan pemberi pinjaman. Pasal 20 POJK No. 77/POJK.01/2016
mengatur bahwa perjanjian pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dan peminjam harus
dicatat dalam dokumen elektronik. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang
dibuat, dikirimkan, ditransmisikan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital,
elektromagnetik, optik, atau sejenisnya dan dapat dilihat, dilihat, dan/atau didengar melalui
komputer atau sistem elektronik. Huruf, suara, gambar, kartu desain, foto atau huruf, huruf,
angka, kode akses, simbol, atau mesin jahit serupa yang dapat dipahami oleh seseorang yang
memiliki atau mampu memahami arti atau makna apa pun berdasarkan Undang-Undang No.
11 Tahun 2008 Informasi Mata dan perdagangan elektronik (selanjutnya disebut UU ITE).
Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud wajib paling sedikit memuat: a) nomor perjanjian;
b) tanggal perjanjian; c) identitas para pihak; d) ketentuan mengenai hak dan kewajiban para
pihak; e) jumlah pinjaman; f) suku bunga pinjaman; g) nilai angsuran; h) jangka waktu; i) objek
jaminan (jika ada); j) rincian biaya terkait; k) ketentuan mengenai denda (jika ada); dan 1)
mekanisme penyelesaian sengketa.

Dalam hal penyelenggara menggunakan perjanjian/klausula baku, Pasal 36 ayat 2 POJK
No. 77/POJK.01/2016 menekankan bahwa perjanjian/klausula baku tersebut dilarang
mencantumkan 2 (dua) hal berikut.

1. Menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggaraan kepada
pengguna; dan

2. Menyatakan bahwa pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau
perubahan yang dibuat secara sepihak oleh penyelenggara dalam periode pengguna
memanfaatkan layanan.

Pengertian klausula baku itu sendiri menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Aturan atau ketentuan yang dibuat dan
ditetapkan secara sepihak oleh para pelaku usaha, yang dituangkan dalam dokumen dan/atau
kontrak, yang mengikat dan harus diikuti oleh konsumen. Selain itu, pencantuman klausula
baku bisa sangat merugikan konsumen. Hal ini karena konsumen berada dalam posisi yang
lebih lemah terhadap operator ekonomi. Sebab, beban yang seharusnya dipikul pelaku ekonomi
akan langsung bergeser ke beban konsumen.

Dengan berkembangnya berbagai transaksi teknologi informasi, kontrak/klausul standar
telah mengambil bentuk baru-kontrak elektronik. Menurut Pasal 17 UU ITE, kontrak elektronik
adalah kontrak antara para pihak yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik. Akibat
hukum dari kontrak elektronik bersumber dari Pasal 18(1) UU ITE, yang mengatur bahwa
transaksi elektronik yang terkandung dalam kontrak elektronik mengikat para pihak.
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Berdasarkan hal tersebut, kita dapat melihat bahwa suatu transaksi atau kontrak dalam
bentuk elektronik mengikat para pihak dengan cara yang sama seperti kontrak atau kontrak
pada umumnya.Ketentuan kontrak elektronik berkaitan erat dengan kontrak baku. Namun,
operator sistem elektronik setidaknya harus menyediakan fasilitas yang memungkinkan
pengguna untuk membaca formulir persetujuan sebelum melakukan transaksi atau
memutuskan untuk melanjutkan atau menghentikan aktivitas lebih lanjut. Kontrak dalam
bentuk klausa standar seringkali sudah dicetak dalam format tertentu. Umumnya, para pihak
memasukkan data informasi tertentu dengan sedikit atau tanpa perubahan pada persyaratan,
sehingga tidak ada pihak yang memiliki banyak kesempatan untuk bernegosiasi atau secara
sepihak mengubah persyaratan yang dibuat. Syahdeni menegaskan bahwa perjanjian tidak
membakukan bentuk perjanjian, yakni klausul-klausul yang dikandungnya.

Dari penjelasan di atas, pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang (pinjaman online)
dengan bantuan IT dilakukan oleh para pihak yaitu pemberi pinjaman dan peminjam,
perjanjian tersebut dituangkan dalam kontrak elektronik, yang kemudian ditulis oleh pihak
pemberi pinjaman. pihak yang menyampaikannya dianggap sebagai hukum yang harus
dihormati.

Penyelesaian Hukum dalam Hal Terjadi Wanprestasi pada Perjanjian Pinjaman Online

Dalam suatu perjanjian pinjaman online dimana akad tersebut dituangkan dalam suatu
akta atau kontrak elektronik, maka akta atau akad tersebut tentunya tertuang dalam suatu akta
pribadi, bukan dikatakan atau diaktakan. Pada prinsipnya, dokumen-dokumen berikut dapat
dibuktikan dan digunakan sebagai alat bukti, tetapi kekuatan alat bukti tersebut tidak
selengkap bukti dokumen asli. Namun penggunaan kontrak online tidak mengurangi atau
meniadakan keabsahan kontrak dalam pengertian Pasal 1320 KUHPerdata.

Kategori kontrak anonim (innominaat) termasuk kontrak elektronik atau online, yaitu
kontrak yang tidak diatur oleh hukum perdata tetapi dapat dilaksanakan karena waktu dan
persyaratan kebutuhan bisnis di masyarakat. Penggunaan akad elektronik atau akad online
dalam akad kredit online disebabkan oleh perkembangan teknologi dan evolusi akad kredit dan
kredit tradisional yang terkenal dengan perkembangan masyarakat. Perkembangannya
kemudian datang dengan lending, yaitu peminjaman berbasis online yang melibatkan
penggunaan perangkat online atau elektronik.

Dalam pelaksanaannya, kontrak elektronik juga dilakukan dengan menggunakan tanda
tangan elektronik. Tanda tangan elektronik menurut peraturan OJK adalah tanda tangan yang
terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, ditautkan, atau dikaitkan dengan informasi
elektronik lainnya yang digunakan sebagai sarana verifikasi dan autentikasi dalam pengertian
UU ITE. Tanda tangan elektronik sah sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1)
Tanggal pembuatan bersifat pribadi dan hanya diketahui oleh pemilik tanda tangan. 2) Saat
membuat tanda tangan, hanya pemilik asli yang memiliki izin untuk menggunakannya. 3) Anda
akan tahu pasti apakah tanda tangan elektronik Anda telah berubah sejak dibuat. 4) Waspadai
perubahan informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan. 5) Dapatkan kesempatan
unik untuk mengetahui dengan pasti siapa pemilik tanda tangan tersebut. 6) Ada cara khusus
untuk membuktikan bahwa pemegang tanda tangan telah memberikan persetujuan yang sah
atas suatu informasi elektronik tertentu.

Merujuk pada Pasal 5 UU ITE disebutkan bahwa seluruh ketentuan UU ITE dan POJK
No.77/POJK telah dipenuhi. Januari 2016, transaksi elektronik dalam bentuk pinjam meminjam
uang berbasis online ini akan dimasukkan ke dalam suatu kontrak online atau elektronik yang
mengikat para pihak dan semua informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut
akan menjadi alat bukti yang sah untuk diajukan ke pengadilan. Saat meminjamkan atau

Arkisman, dkk. - Universitas Gresik 6172



Jurnal Kewarganegaraan

a
3 t Vol. 6 No. 3 Oktober 2022

P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328

meminjam melalui Internet, peminjam atau debitur berkewajiban untuk melunasi hutang
sesuai dengan kontrak. Jika debitur terlambat membayar utang dan telah jatuh tempo, hal ini
dapat dikenakan denda sesuai dengan kontrak, dan jika debitur masih tidak dapat membayar
hutang dengan itikad baik, kreditur Anda berhak untuk: menuntut debitur atas tunggakan;

Berdasarkan pasal 1234 BW, tujuan dari komitmen (pemenuhan) adalah untuk
memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu. Oleh karena itu, jika
salah satu pihak gagal melaksanakan kontrak, pihak tersebut dikatakan cacat atau wanprestasi.
Jika salah satu dari layanan ini tidak diberikan, debitur akan gagal bayar. Istilah wanprestasi
berasal dari bahasa Belanda dan berarti kinerja yang buruk, suatu keadaan dimana seorang
debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya karena kesalahan debitur, baik sengaja maupun
lalai. Default tidak segera terjadi jika obligor gagal melakukan. Anda harus menetapkan masa
tenggang yang wajar dan seseorang mungkin gagal. Apabila debitur melakukan wanprestasi,
kreditur dapat menuntut beberapa hal yaitu: pemenuhan perjanjian (nakomen), pembatalan
perjanjian (ontbinding): ganti rugi (schade vergoeding): pemenuhan perjanjian dengan ganti
rugi; atau pembatalan perjanjian dengan ganti rugi.

Pembayaran ini dapat dilakukan sebagai pengganti atau tambahan dari Layanan Utama.
Dalam kasus pertama, ganti rugi muncul karena debitur tidak melakukan sama sekali. Yang
terakhir ini terjadi karena debitur menunggak dalam melaksanakan kewajibannya. Ada dua
faktor yang mempengaruhi keberadaan kompensasi itu sendiri. Artinya, kerugian aktual yang
terjadi dan keuntungan yang diperoleh. Mengenai kewajiban debitur untuk membayar ganti
rugi, undang-undang mengatur bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan bersalah.
Bukti kelalaian adalah upaya hukum yang diberikan oleh undang-undang sebagai
pemberitahuan dari kreditur kepada debitur tentang kapan debitur diharapkan untuk
melakukan paling lambat.

Pernyataan kelalaian atau surat panggilan (ingebrekestelling) menurut Pasal 1238
KUHPerdata adalah komunikasi dari kreditur kepada debitur, yang selambat-lambatnya akan
memberitahukan kapan kinerja diharapkan akan dilakukan. Sejak saat itu, debitur harus
menanggung akibat hukumnya. Oleh karena itu, pernyataan kelalaian merupakan syarat untuk
menentukan terjadinya wanprestasi. Pasal 1238 KUHPerdata mengatur bahwa jika debitur
dinyatakan bersalah dengan surat perintah atau surat yang serupa atau permintaan agar
debitur dianggap bersalah pada waktu yang ditentukan, debitur harus mengatakan itu adalah
kesalahan.

Jika debitur telah dianggap wanprestasi, maka penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan
melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan
melalui Lembaga peradilan, sementara penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi yaitu
penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yakni dengan cara Konsultasi,
Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian Ahli ataupun melalui lembar Arbitrase.

Secara umum, para pihak cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa alternatif atau
di luar pengadilan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi atau ruang
sidang. Hal ini disebabkan oleh proses pengadilan yang panjang, biaya pengadilan yang tinggi,
dan kesulitan dalam menegakkan keputusan. Pihak yang bersengketa biasanya disarankan
untuk bernegosiasi lebih awal dan tanpa pihak ketiga. Jika negosiasi gagal, para pihak dapat
menyetujui keberadaan mediator, arbiter, atau pihak ketiga yang dapat menjabat sebagai
arbiter, menekankan bahwa penyelesaian sengketa pinjaman online harus dilakukan semudah
mungkin, sederhana, cepat dan terjangkau. . Namun, hingga tahun 2022 atau sekarang, kami
belum menemukan data spesifik tentang sengketa kredit online yang diselesaikan melalui jalur
non-yudisial. Hal yang paling umum terjadi dengan pinjaman online adalah pemberi pinjaman
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atau penyedia layanan pinjaman online menggunakan pihak ketiga yaitu layanan penagihan
atau agen penagihan ketika debitur gagal membayar hutang atau wanprestasi. penyelesaian
sengketa di luar pengadilan. Dalam hal ini, kreditur atau penyedia layanan pinjaman online
memberi wewenang kepada agen penagihan untuk menyelesaikan perselisihan dengan
kreditur.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan debt collector oleh
kreditur atau penyelenggara layanan pinjaman online boleh digunakan apabila debitur
melakukan sengketa wanprestasi yang mana debitur tidak melaksanakan kewajibannya
sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian pinjaman online. Melalui debt collector
yang menjadi perpanjangan kewenangan dari kreditur, pihak debitur dapat bernegosiasi untuk
mengupayakan tindakan penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali
(reconditioning), ataupun penataan kembali (restructuring). Penggunaan debt collector
termasuk salah satu alternatif penyelesaian sengketa antara pihak debitur dengan kreditur
atau penyelenggara layanan pinjaman online dan dapat disebut sebagai negosiasi. Pengertian
negosiasi dapat kita temukan pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menyatakan bahwa Negosiasi adalah suatu
upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan
mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

KESIMPULAN

Perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau ketentuan yang
berkaitan dengan pelaksanaan pinjaman yang biasa disebut pinjaman online, tidak dapat
dipisahkan dari syarat sahnya kontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Perintah Otoritas
Jasa Keuangan. . 77/POJK.01/2016 menjadi salah satu bahan acuan utama dalam melakukan
transaksi pinjaman online.Pada pelaksanaannya, perjanjian pinjaman online dibuat dalam
bentuk kontrak elektronik yang mana bersifat mengikat dan berlaku sebagai undang-undang
bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUH Perdata.

Pada prinsipnya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Huruf e
POJK 77/POJK.01/2016 harus dilakukan dengan mudah, cepat dan biaya yang terjangkau.
Dalam prakteknya, ketika timbul sengketa atau ketika debitur wanprestasi, maka pihak
pemberi pinjaman atau penyedia jasa kredit online meminta bantuan pihak ketiga yaitu
lembaga penagih utang atau lembaga penagihan. Penggunaan agen penagihan merupakan
alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau di luar pengadilan antara debitur dan
kreditur atau penyedia layanan kredit online. Anda dapat melakukan negosiasi untuk
restrukturisasi, perombakan atau restrukturisasi utang.

Saran: Masyarakat perlu membaca dan mencari informasi lebih lanjut mengenai apa saja
yang akan diputuskan, termasuk dalam penggunaan layanan pinjaman online. Pentingnya
kesadaran atas legalitas perusahaan serta pengetahuan mengenai inklusi keuangan sehingga
tidak ada lagi yang akan dirugikan baik dari pihak penyelenggara maupun pengguna layanan
pinjaman online. OJK harus memperkenalkan dan mengedukasi layanan tekfin, khususnya bagi
masyarakat unbanked. Selain itu, OJK dapat menerbitkan peraturan untuk membentuk badan
penyelesaian sengketa teknologi keuangan di Indonesia.
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